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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten 

Malang dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk meneliti 

persoalan-persoalan hukum dengan cara menganalisa hukum yang bukan hanya 

sebagai suatu perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan 

pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan 

fakta yang ada atau realita di lapang. Lokasi penelitian bertempat di Inspektorat 

Kabupaten Malang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode 

wawancara, yang dilengkapi dengan melakukan data sekunder melalui studi 

pustaka dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah : (1). Pelaksanaan pengawasan internal 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan beberapa tahap meliputi perencanaan 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan. (2). 

Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Malang sangat diperlukan 

dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahan antara lain aspek 

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, aspek kelembagaan serta 

dasar penilaian kerja pimpinan unit kerja agar suatu temuan benar-benar dapat 

diselesaikan secara tuntas dan tidak terulang kembali. 3).Dalam pelaksanaannya 

ada beberapa hambatan-hambatan  yang dihadapi yaitu SDM yang dimiliki para 

anggota yang terbatas pada kemampuannya dalam menjalankan tugas, kurangnya 

keahlian anggota di bidang pengawasan, kurangnya perhatian dari pimpinan 

SKPD/Unit Kerja atas hasil temuan dari tim pengawas, dan juga belum adanya 

sanksi yang tegas dari pimpinan atas SKPD/Unit Kerja yang lalai menindaklanjuti 

atas temuan hasil pengawasan. 

Seyogyanya Inspektorat Kabupaten Malang lebih meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, sarana prasarana yang menjadi hambatan dapat 

dioptimalkan penggunaannya. Sebisa mungkin Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malang dapat menyediakan alokasi anggaran dana yang cukup untuk pengawasan 

di lapangan. 

 

Kata kunci: Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintahan 

yang Bersih 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine how the implementation of internal 

control by the local financial management Inspectorate of Malang Regency in the 

implementation and follow-up monitoring to achieve clean government.  

This study uses sociological approach to research legal issues of law by 

analyzing the law not only as a regulatory device that is normative, but rather an 

approach based on legislation that is associated with facts or reality. Study sites 

located in Malang Regency Inspectorate. Types and sources of data consists of 

primary data by the interview method, which comes with doing secondary data 

through literature study and documentation.  

The results of this study were: (1). Implementation of financial 

management internal control carried out several stages of supervision include 

planning, implementation and monitoring and reporting of monitoring 

results. (2). Follow-up results of Malang Regency Inspectorate supervision is 

needed in order to improve government management, among others, aspects of 

management and human resources personnel, and institutional aspects of the 

assessment work for each head of a finding can actually be solved completely and 

not reoccur. 3). In practice there are several obstacles faced by the human 

resources that of the members is limited in its ability in performing the task, lack 

of expertise of members in the field of supervision, lack of attention from the 

leadership SKPD / Work Unit on the findings of the supervisory team, and 

also the absence of strict sanctions on the leaders SKPD / work unit who fails to 

follow up on oversight findings.  

Malang Regency Inspectorate should further improve the quality of human 

resources, facilities and infrastructure are the bottlenecks can be optimized its 

use. As much as possible Malang Regency Government can provide a sufficient 

budget allocation for supervision.  

Key words: Internal Controls, Local Financial Management, Clean Government  


